
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2AL7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDI STRIBUSIAN

BAHAN BAKAR MII{YAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH

KABUPATEN KATINGAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : L.

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwadalamrangkapenatausahaanmekanisme
pl"ai"tribusian dan pertanggungiawaban belanja BBM,

L"f." perlu dibuatnya- Pedoman Pertanggungiawaban dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

bahwapemberianbahanbakarminyakkendaraan
airrasToplrasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

["tid; khususnya pada kendaraan dinas

op"i"Iit"al/lapangan jenis iepeda motor perlu adanya

plnyesuaian dlngan kondisi yang ada saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
p"a" huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan

Peraturan BuPati Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan'

k*Uupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pi9au, Kabupaten

lvturung Raya dan rauupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (kmbar Negara Republik Indonesia

Tahun2oo2Nomorl'S,TambahanlembaranNegara
Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara"(Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Noiro, 47 , Tartbahan lembaran Negara Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

Perbendah u^ i Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ob4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeritsaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Noitor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOO);

c.

2.

3.

4.
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5. Undang-undang Nomor- L2 Tahun 2011' tentang

PembentukJ'F"rat,ra, 
p"t'*a*S-un{11qan (l'embaran

Negara n"p'tril* r"a'""tiJ" iJi" 29L1 Nomor 82'

Tambatran f'*U*'* Negar" iepublik Indonesia Nomor

523a1;

6. Undang-Undang Nomor --2g Tahun 2Al4 tentang

pemerintahrr'',5 il;; tL"-t"t"" Ngsara Republik

Indonesia T;"" Cat+ ro*ot i++' Tamtahan Lembaran

Negara *"fr;;; r"at"*1i"- Nomor 5587) sebagaimana

tetah ai rU#"feU"r"p" tali ieraktrir dengan Undang-

unda*g N;"; ;t*f,*r, z6rs-l"trt"ttg Perubaha* Kedua

atas Undang-Undang - 
Nomor 2g Tahun 2OL4 tentang

pemerintahai Daerah gI*u"t*tt {egara republik

Indonesia fi"" iots I;; 58' Tambahan [rmbaran

Negara n"pJiit indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OOS tentang

Standar eioi"t'o"i p"*"*t't*ft"' (Lembaran Negara

Republikl;;;;;rarrunioosNomor4s'Tambahart
Lembaran Negara Nomor 1;*i seUagaimana telah diubah

denganPerahrranpe*".illa.tl-no,fro'ztTahun2ol0
tentang standar Alnrntan*i p"*"tintetr (Lembara$ Negara

Republik r"lote"ia Tahun 2O1O Nomor t23l;

8. Peraturan Pemerintah lgmor 6 Tahun 2006 tentang

rengelolaan' ;;;; MiIk- Negara/Daerah sebagaimana

telah dirubah dengarr-Pe;J;;; i'em*intah Nomor 27

Tahun zo{+ Tentang p"aoilIn F"ngelolaan Bara,g Milik

Negara/Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 20A6

tentang i"Jo** ,T-#Jffi^,ff|Tfffi,-3ffi*
*"t*e;-*ana telah dit*bq
Peraturan'ffi;;;-oaram.ll*"'i*io*liklndonesiaNomor
21 Tahun ;diiilt "g 

fer;Uah"t, K"d..* Atas Perat,ran

Menteri Dalam Negeri n pr]Lrit irraot ""i* 
Nomor 13 Tahun

2006 t n*fr? ptd;** pi"iJoruot Keuangan Daerah;

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OA7
-tti"- Fengelolaaan Barang Milik

1 1 . Peraturan Menteri Dalam .H##ffiH,l tfiffff;*#frfr
- - gO Tatrun 2015 tentang I

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik-Indonesia Nomor

64 rahun-- 
- 
2oLs 

'qt'@q- .'*:ltT Akuntansr

Pemerintah"" gtib""is Akrual-Pada Pemerintatr Daerah'

Menetapkarr:PERATURANB_UPATIKATINGANTENTANGPERUBAHANATAS
PERATuRAN ;uin+i-xarry9eN rlort'ron 6- IAHUN 2ot7

TENTANG #;.OMAN- PBiiiENCCUNGJAWABAN DAN

PENDISTRIBu6iIN 
- 

eeH4ry -;;iAR 
- rurNver KENDARAAN

DINAS DI LIN iIiUP PM'TBNTNTAH 

_KABUPATEN 
I(ATINGAN'

10. Perattrran Menteri
tentang Pedomart
Daerah;
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Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Katingan Noqor 6 Tahun 2Ol7

Tentang Pedoman Pertanggufi"*"try 
'dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak x.rraura"n oirr.* [I r,iilgt"p legerintah Kabupaten Katingan (Berita

Daerah Kabupaten Katingan Tahu; zotz Nomor 351) diubah secara keseluruhan

sehingga berbunYi :

Pasal II

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Ketentuan pada

Lampiran p.r"t#""T"p"ti Xalitt["" N9*o16. Tahun 2Ol7 tentang Pedoman

pertanggurgi**;b.r ju" pendisfibusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan

Dinas di Lingkufp"*"tirrt"n f"Uupaten !{atingan 
(Berita Daerah Kabupaten

Katingan Tahun- 2oLT Nomor ;;ii,-di;abut dlan dinyatakan tidak berlaku

*?lrrr*r, Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan p"rr.*p*i# dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

(1)

(21

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 9 I'iaret 2017

Diundangkan
pada tanggal

di Kasongan
10 Maret 201f

SEKREZ&IS DAERAHv
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN KATINGAN,

Jatah
(Liter)

maksimal

Jenis Kendaraan

pEnoneucAN DIMS

1200-2000
2000-ke atas

F["k Up7 Double Cabin

< L20-200
2000-3000
3001-4000

4OO1-ke atas
1700-2000
2001-3000

30ol-ke atas

H. AHMAN.VMqTETffiIB

KATINGAN TAHUN 2OL7 NOMOR..}5}

www.jdih.katingankab.go.id


